GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBIRNUR JAWA TIKENGAH

NOMOR 5% TAHUN 2017
TENTANG

PERUBANAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 5 TAHUN
2017 TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIHL. CUKAT HASIL TEMBAKAU
BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

: DENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kctentuan Pasal 66 A
ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tabhun 1995
tentang Cukai, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Alokast Dana Bagi
Hasil Cukai Hasil Tembakau I3agian Pemerintah Provinsi
Jawa Tcngabh Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa
Tengah Tahun Anggaran 2017;
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: b. bahwa schubungan dcngan perkembangan kecadaan
' khususnya dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8
‘ Tahun 2017 tentang Pcrubahan Atas Undang-Undang
1 Nomor 18 Tahun 2016 tcntang Anggaran Pendapatan Dan
| Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 juncto Lampiran VIII
Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian
Anggaran Pecndapatan Dan Belanja Negara Tahun 2017
tcrdapat perubahan pcngalokasian Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2017, maka Pcraturan
Gubernur scbagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak
sesual lagi schingga perlu diubah; '

¢. bahwa berdasarkan pcrtimbangan scbagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, pcrlu menclapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Di
Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950. tentang Pemben-
tukan Provinsi Jawa Tcengah (Himpunan Peraturan-
Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabe-
anan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 75, Tambzhan l.embaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 3612) scbagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
{(.embaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4661);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tcntang Cukai

{Lecmbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3613) scbagaimana (clah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2007 tcntang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai {Lembaran
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4755);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Per-

imbangan Kecuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pcmerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Ncgara
Recpublik Indoncsia Nomor 5587) scbagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679),

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5948) scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6111);

. Peraturan Pemcrintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang

Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor
3373);

. Peraturan Pemcrintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

. Pecraturan Pecmerintah  Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578};

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun
Anggaran 2017 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 194);

Peraturan Dacrah Provinsi Jawa Tcngah Nomor 1 Tahun
2008 tentang DPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 7);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pcdoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai-
mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Per-aturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tcntang Pedoman Pengelolaan
Kcuangan Dacrah;

Peraturan Menteri  Keuangan Nomor 84 /PMK.07/2008
tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tecmbakau
Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tcmbakau scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
84 /PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan
Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor S Tahun
2017 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan
Pemerintah  Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2017 {Bcerita Dacrah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menctapkan ¢ PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 5 TAHUN
2017 TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
2017 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah Dan Pcemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2017, diubah menjadi scbagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, schingga PPasal 6 berbunyi sebagai berikut -



Pasal 6

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemcrintah Provinsi
Jawa Tengah dan Pemcrintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah digunakan

untuk :
a. Paling scdikit 50% (lima puluh  per scratus) untuk mendanai
program/ kegiatan :

(1) peningkatan kualitas bahan baku;

(2) pembinaan industri;

(3) pembinaan lingkungan sosial;

(4) sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
(5) pemberantasan barang kena cukai ilegal.

b. Paling banyak 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai
program/kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

2. Ketentuan Lampiran, diubah menjadi scbagaimana tercantum  dalam
l.ampiran Peraturan Gubernur.

Pasal 1l
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal pq September 2017

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO
Diundangkan di Scmarang

pada tanggal 29 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 201"NOMOR 53
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LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMQOR

TIENTANG

5% TAHUN 2017

PIERUBAIAN ATAS PIERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAT]
NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAIT PROVINSI
JAWA TENGAIT DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

DI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

PERUBAMAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2017

No. PENERIMA JUMLAH (Rp.000)
1 Provinsi Jawa Tengah 203.869.482
2 |Kabupaten Banjarnecgara 6.557.783
3 Kabupaten Banyumas 5.996.161
4 Kabupaten Batang 6.184.338
S Kabupaten Blora 8.945.119
6 |Kabupatcn Boyolali 17.375.703
7 Kabupatcn 13rebes 6.328.870
8 Kabupaten Cilacap 6.107.635
9 Kabupaten Demak 13.242.563
10 |Kabupaten Grobogan 8.726.516
11 [Kabupaten Jepara 6.341.563
12 |[Kabupaten Karanganyar 9.674.359
13 |Kabupaten Kebumen 7.608.984
14 |Kabupaten Kendal 20.995.914
15 |Kabupaten Klaten 15.666.717
16 [Kabupaten Kudus 150.987.427
17 |[Kabupaten Mageclang 16.077.626
18 |Kabupaten P’ati 6.281.252
19 |Kabupaten Pckalongan 6.042.185
20 |Kabupaten Pecmalang 6.892.096
21 |Kabupaten Purbalingga 6.662.989
22 |Kabupaten Purworcjo 7.318.821
23 |[Kabupatcen Rembang 15.491.440
24 [Kabupaten Semarang 8.670.914
25 |(Kabupaten Sragen 7.069.588
26 |Kabupaten Sukoharjo 7.107.935
27 |Kabupaten Tegal 6.488.880
28 |Kabupaten Temanggung 31.208.235
29 |Kabupaten Wonogiri 6.936.064
30 |Kabupaten Wonosobo 12.828.183
31 |Kota Magelang 6.089.703
32 |Kota Pckalongan 7.242.207
33 |Kota Salatiga 5.997.012
34 |Kota Semarang 7.968.115
35 [|Kota Surakarta 6.586.395
36 |Kota Tegal 5.996.161
Jumlah £679.564.935

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd
GANJAR PRANOWO
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